LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN NOMOR ...

TAHUN 2026 ?
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NON

PERIZINAN

NOMOR SOP 1 000.9.3.3/ 20 /Kep/413.111/2026

TGL. : 09 Januari 2026
PEMBUATAN
TGL. REVISI .
TGL. EFEKTIF |: 09 Januari 2026
DISAHKAN
OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

NAMA SOP :  Layanan Informasi dan/atau Konsultasi

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 1." Memahami peraturan perundang-undangan vang menjodi

2. Undang-Undang Numor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang- dasar dalam pemberian perizinan;

Undang Nomor ¢ Tahun 2015; 2. Terampil menggunakan komputer dan intemet;

Memahami informasi terkait perizinan, perizinan berusaha, dan non
perizinan;
4. Menguasai Standar Operasional Prosedur;

. Memiliki kemampuan dalam berk ikasi secara lisan dan tertulis;
. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 2 M;::'lupu hef:e i s e e d .
6. Peraturan KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN i y 5

. ka Se - , Sapa, Sopan, 5 dalamn
Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha 7: Meneapion 55 (Senyam, Selom, Sape, - Bomtiin) i

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20233 tenlang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 | 3
tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang
. Peraturan Pemerintuh Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

LS -




melakukan pelayanan;
8. Berpenampilan rapi dan Sopan;
9. Memahami dan mampu mengoperasikan aplikasi perizinan,

KETERKAITAN:

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

L. SOP Penilaian Kinerja Petugas Layanan;
2. SOP Pemberian Sanksi Kompensasi

l.  Komputer yang dilengkapi Printer dan Jaringan Internet;
2. Meja dan kursi;

3. Handphone;

4. Peraturan yang berhubungan dengan perizinan terkait.

konsultasi di front office DPMPTSP

—

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
1. Formulir layanan informasi dan konsultasi di google form;
2. Data diri pemohon dan data usaha.
No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Pemohon Petugas Pelayanan Kelengkapan Waktu Cutput
1 [Pemohon mengajukan layanan informasi dan/atau l } Eoriparer anlivia o Informasi

2 |Petugas memberikan informasi yang dibutuhkan

Vv

Informasi dan

informasi dan/atau konsultasi vang telah diberikan

dan/atau memberi konsultasi kepada pemohon D Rermputer anline t§menlt perbantuan
3 Pemchon mengisi formulir layanan informasi v
dilm’f‘ mu knr:-ulllfag;i]p:acilu Rrik T D Handphone 15 menit Formulir pelayanan
diberikan oleh petugas
W
L 4 Petugas melakukan pencatatan atas hasil layanan l l Komputer online 15 menit Diata pelayanan




NOMOR SOP 1 000.9.3.3/ 20 [Kep/413.111/2026

TGL. : 0§ Januari 2026

PEMBUATAN

TGL.REVISI  |: -

TGL. EFEKTIF |[: 09 Januari 2026

DISAHKAN .

OLEH KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

\ ,» T N ES O

2 Fo=" g 1 $ 3 T fai Thes TRy o ) g A W b
o' Undnng—(}ndang Nomor 25 Tnhun 2009 tentang Pe].:y.mun Publik; 1. Memahami peraturan pmmdang-nndnngan yang menjadi
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dibah dengan Undang- dasar dalam pemberian perizinan;
Undang Nomor 9 Tahun 2015; 2. Terampil dalam mengoperasikan komputer dan internet;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penwtapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun ; " i " - i
2022 tentang Cipta Kerja i wicemg ondang 4. Memahami mfonnam terkait perizinan, perizinan berusaha,
dan non perizinan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 4. Menguasai Standar Operasional Prosedur;
6. Peraturan KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN 5. Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi secara lisan
Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha dan tertulis;
Mampu bekerjasama dengan tim;
Menerapkan 58 (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun)
dalam melakukan pelavanan;

8. Berpenampilan rapi dan sopan;
9.  Memahami dan mampu mengoperasikan aplikasi perizinan




KETERKAITAN:

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. SOP Penilaian Kinerja Petugas Layanan
2. SOP Pemberian Sanksi Kompensasi

1. Komputer yang dilengkapi Printer dan Jaringan Inlemet;
2. Meja dan kursi;

3. Handphone;
4. Peraturan yang berhubungan dengan perizinan terkait.

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
1. Formulir layanan pendampingan di google form:
2. Data diri pemwohon dan data usaha,
No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Pemohon Petugas Pelayanan Kelengkapan Waktu Output
1 Pemohon mengajukan layanan pendampingan di I l Komputer online 15 menit Informasi
i front office DPMPTSP
2 Pemohon mengisi formulir layanan Vv Handphone 15 menit Informasi dan
pendampingan pada link l I perbantuan
Hd 2/ KSixC2EVnfwDYkB48 yang
diberikan oleh petugas
3 Petugas melakukan pendampingan kepada Komputer online 75 menit Informasi dan
pemohon perbantuan
L 4
4 Petugas melakukan pencatatan atas hasil Komputer online 15 menit Data pelayanan
pendampingan yang telah diberikan




PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP : 000.9.3.3/ 20 /Kep/413.111/2026
TGL. : 09 Januari 2026
PEMBUATAN
TGL. REVISI P e
TGL. EFEKTIF |: 09 Januari 2026
DISAHKAN
OLEH

S 2

L] M 0 “ A—.‘.

NAMA SOP Laya uan Secara Tatap Muka

=T

i g

1.
2.

Undang-Undang Nomor 25 Tah

un 2009 tentung Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinlahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dibah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015;

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20273 tentang Penelapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang

. Peroturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

. Peraturan KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN

Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha

1. Memahami peraturun perundang-undangan yang menjadi
dasar dalam pemberian perizinan;

Terampil dalam mengoperasikan komputer dan internet;

Memahami informasi terkail perizinan, perizinan berusaha,
dan non perizinan;

4. Menguasai Standar Operasional Prosedur;

5. Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi secara lisan
dan tertulis;
Mampu bekerjasama dengan tim;

7. Menerapkan 58 (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun)
dalam melakukan pelayvanan;

8. Berpenampilan rapi dan supan;
9. Memahami dan mampu mengoperasikan aplikasi perizinan.




KETERKAITAN:

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. SOP Penilaian Kinerja Petugas Layanan;;
2. S0P Pemberian Sanksi Kompensasi

Alat tulis kantor;

L.
2.  Meja dan kursi;
3. Buku pengaduan;
4. Peraturan yang berhubungan dengan perizinan terkait.
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Data pengaduan yang diterima pada buku pengaduan
No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Pemohon Petugas Pelayanan Kepala Bidang Kelengkapan Waktu Output
1 Masyarakat datang langsung untuk mengajukan l I Alat tulis kantor; Buku . e
pengaduan fian 15 menit Pengaduan diterima
2 Masyarakat mengisi pengaduan di buku pengaduan | Alait tills Keitor: Bulk
berdasarkan bukti berkas dan diserahkan kepada L’ S 15 menit Catatan Pengaduan
panduan
petugas A
3 |Petugas DPMPTSP melaporkan pengaduan kepada Alat tulis kantor; Bulu
, SF melaporkan pei uan s kantor; )
Kepala Bidang Pelayanan Perizinan panduan vherl Laporan Pengaduan
I_j(j
4 |Kepala Bidang Pelayanan Perizinan melakukan z S
pengolahan data dan pengendalian Komputer online 2 hari Pemeriksaan data
5 Petugas menyusun hasil laporan berdasarkan N i z Data hasil
koordinasi dengan Kepala Bidang Komputer online T pemeriksaan
6 |Hasil laporan disampaikan kepada masyarakat, g n g . e
Kepala DPMPTSP, dan Bupati Komputer online 15menit  |Penyampaian laporan




PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP : 000.9.3.3/ 20 [Kep/413.111/2026
TGL. : 09 Januari 2026

PEMBUATAN

TGL. REVISI r -

TGL. EFEKTIF |: 09 Januari 2026

it tloe b iy 0
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelayvanan Publik;
. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dibah dengan Undang-

Undang Nomor ¢ Tahun 2015;

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penwtapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penvelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
. Peraturan KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN

Nomar 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang menjadi

dasar dalam pemberian perizinan;
2. Terampil dalam mengoperasikan komputer dan internet;
3. Memahami informasi terkail perizinan, perizinan

berusaha, dan non perizinan;
4. Menguasai Standar Operasional Prosedur;

5. Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi secara lisan
dan tertulis;

6. Mampu bekerjasama dengan tim;

7. Menerapkan 58 (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun)
dalam melakukan pelayanan;

8. Berpenampilan rapi dan sopan;




9. Memahami dan mampu mengoperasikan aplikasi perizinan.

KETERKAITAN:

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

L. SOF Penilaian Kinerja Petugas Layanan;
2. SOP Pemberian Sanksi Kompensasi

1. Komputer;
2. Printer;
3. Jaringan internet.

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Data pengaduan yang diinput pada laporan pengaduan
No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Pemohon Petugas Kepala Bidang Kelengkapan Waktu Output
Pelayanan
Komputer
1 Masyarakat mengajukan pengaduan di website I } Jaringan internet 60 menit Pengaduan
https://lapor.go.id dan/atau Whatsapp Lapor Pak diterima
Yes 08113021708 L
i Komputer
2 Petugas pengaduan pusat menerima pengaduan dan Jaringan internet 1 hari Catatan Pengaduan
meneruskan ke DPMPTSP
y Komputer
3 Petugas DPMPTSP melaporkan pengaduan kepada g Jaringan internet 60 menit Laporan Pengaduan
Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
Komputer
4 Kepala Bidang Pelayanan Perizinan melakukan Jaringan internet 1 hari Pemeriksaan data
pengolahan data dan pengendalian LI
Komputer
5 Petugas menyusun hasil laporan berdasarkan E < , Jaringan internet 1 hari Data hasil
koordinasi dengan Kepala Bidang pemeriksaan
’ Komputer
6 Hasil laporan disampaikan kepada masyarakat, &- Jaringan internet 1 hari Penyampaian
Kepala DPMPTSP, dan Bupati laporan




No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keteranga
n
Pemohon Petugas Kepala Bidang Kelengkapan Waktu Cutput
Pelayanan
Formulit
1 Pemohon mengajukan permohonan izin dengan menyerahkan berkas kepada petugas permohonan, . Beikia
front office DPMPTSP C_J dokumen 15 menit i
'y : permohonan izin
persyaratan
2 | Petugas front office menerima berkas dan memeriksa kelengkapan persyaratan, itk o " ks
apabila be 1 ka dikembalikan k : k dilengkapi Cheklist !
apabila berkas belum lengkap maka dikembalikan kepada pemohon untuk dileng| pi persyarataniin | 15merit | pesinohonan idn
vang lengkap
‘vﬂﬂe
3 | Petugas front office melampirkan kertas verifikasi kemudian diparaf untuk berkas | I : g Kertas verifikasi
vang sudah lengkap Kertasverifikasi | oo berparaf petugas
FO
] S5
4 | Petugas front office membuat dan menyerahkan tanda terima kepada pemohon untuk Mmbﬂf tanda Tanda terima
berkas yang sudah lengkap terima 10 menit yang di-TTD
petugas
Berkas
5 | Petugas front office melakukan penginputan berkas masuk pada buku register dan W permohonan Buku register
spreadsheet izin Laporan/Spreads
s/ /docs.c qee ; Komputer 15 menit heet berkas izin
Sl Y Jaringan masuk
bul JRE/edit?usp=sharing internet
W
6 | Petugas front office menyerahkan berkas kepada petugas back office memproses 1 Berkas Besicas
permohonan izin dan melakukan update proses pada spreadsheet dan pejabal yang pern:.m.honan 10 menit RS
berwenang selanjutnya meneruskan kepada pejabat yang berwenang e Prmon
7 | Kepala bidang meverifikasi berkas permohonan vang masuk dan melakukan update b4 ek Berkas
proses pada spreadsheet D permohona permohonan izin
izin Komputer Saat
Jaringan kejadian | Laporan/Spreads
internet heet berkas izin
masuk




No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keteranga
n
Pemohon Petugas Kepala Bidang Kelengkapan Waktu Cutput
Pelayanan
Formulit
1 Pemohon mengajukan permohonan izin dengan menyerahkan berkas kepada petugas permohonan, . Beikia
front office DPMPTSP C_J dokumen 15 menit i
'y : permohonan izin
persyaratan
2 | Petugas front office menerima berkas dan memeriksa kelengkapan persyaratan, itk o " ks
apabila be 1 ka dikembalikan k : k dilengkapi Cheklist !
apabila berkas belum lengkap maka dikembalikan kepada pemohon untuk dileng| pi persyarataniin | 15merit | pesinohonan idn
vang lengkap
‘vﬂﬂe
3 | Petugas front office melampirkan kertas verifikasi kemudian diparaf untuk berkas | I : g Kertas verifikasi
vang sudah lengkap Kertasverifikasi | oo berparaf petugas
FO
] S5
4 | Petugas front office membuat dan menyerahkan tanda terima kepada pemohon untuk Mmbﬂf tanda Tanda terima
berkas yang sudah lengkap terima 10 menit yang di-TTD
petugas
Berkas
5 | Petugas front office melakukan penginputan berkas masuk pada buku register dan W permohonan Buku register
spreadsheet izin Laporan/Spreads
s/ /docs.c qee ; Komputer 15 menit heet berkas izin
Sl Y Jaringan masuk
bul JRE/edit?usp=sharing internet
W
6 | Petugas front office menyerahkan berkas kepada petugas back office memproses 1 Berkas Besicas
permohonan izin dan melakukan update proses pada spreadsheet dan pejabal yang pern:.m.honan 10 menit RS
berwenang selanjutnya meneruskan kepada pejabat yang berwenang e Prmon
7 | Kepala bidang meverifikasi berkas permohonan vang masuk dan melakukan update b4 ek Berkas
proses pada spreadsheet D permohona permohonan izin
izin Komputer Saat
Jaringan kejadian | Laporan/Spreads
internet heet berkas izin
masuk




PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Undang-undang Noraur 25 Tahm 2009 tentang Pe!avanan Pubhk

IIndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor o Tahun 2015

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2029 Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU Nomaor 2 Tabun 2022 Tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 lentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang,

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha
Berhasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan

1 000.9.3.3/ 20 [Kep/413.111/2026

TGL. 09 Januari 2026
PEMBUATAN

TGL. REVISI 3 s

TGL. EFEKTIF |: 09 Januari 2026

4‘. i
. Berpendidikan minimal S1

2.

3
4

oo

o3

9.
10.

Memahami peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
dalam pemberian perizinan

Terampil dalam mengoperasikan komputer dan internet
Memahami informasi terkait perizinan, perizinan berusaha, dan
non perizinan

Menguasai Standar Operasional Prosedur

Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi secara lisan dan
tertulis

Mampu bekerjasama dengan tim

Menerapkan 55 (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun) dalam
melakukan pelayanan

Berpenampilan rapi dan sopan

Memahami dan mampu mengoperasikan aplikasi perizinan




Pelaksana Mutu Baku Keterangan
o Rt Pemohon | Petugas FO | Petugas BO | OPD Tekais | KePl Kelengkapan Wents! Output
1| Pelaku usaha mengajukan permohonan registrasi KKPR Formulir
I— pedrtr::‘cxlmwn, — Berkas
[ umen 5 meni i :
persyaratan i
2 | Petugas front office menerima dan meneliti kelengkapan ;
berkas. Berkas yang belum lengkap dikembalikan kepada Ke(]?:mklml Berkas
pemohon untuk dilengkapi Tidak Lengka Beng]rka_:?ml 15 menit diterima /
dikembalikan
3 | Petugas back office mengirimkan permintaan informas] Ay bengicap
tata ruang kepada OPD Teknis ) Disposisi
Surat pengantar 60 menit Permintaan
Informasi
4 | OPD Teknis memberikan informasi terkait kesesuaian
usahanya dengan RTR. Untuk usaha vang sesuai RTR i
diberikan registrasi KKPR. Sementara, untuk yang tidak 2-3 hari Dokumen ITR
sesuai akan diberikan surat jawaban kesesuaian tata ruang
5 | Petugas back office melakukan registrasi KKPR dan Dokumen I'TR
meminta TTD Kepala Dinas 5 Dokumen ITR 1 hard vang sudah
: :
6 | Petugas front office menyerahkan berkas registrasi KKPR Dokumen ITR
kep::a pemc.)éx;mkn l:.fan,i.:irt:i;u‘mem.hne:rik.'a.u'l jawaban atas - P yang sud_a:‘\ Taida b
IR - ; Jjawaban kepada bl TR
pemohon




PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP 1 000.9.3.3/ 20 /Kep/q13.111/2026

TGL. : 0§ Januari 2026
PEMBUATAN
TGL. REVISI P -

TGL. EFEKTIF |: 09 .Januari 2026

§ { 5 ¥

G eaalun 51 S0 B difese

1 2 s

1. Undang-lTndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-l'ndang Numor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dibah dengan
Undang-ndang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang

4. Peraturan Pemerintah Nomo 28 Tahun 2025 tentang Penyvelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penvelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

6. Peraturan KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN

LAMONGAN Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non

Berusaha

w

1. Terampil dalam mengoperasikan komputer dan
internel;

2. Menguasai Standar Operasional Prosedur;

. Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi secara
lisan dan tertulis;

4. Mampu bekerjasama dengan tim;

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:




1. SOP Penilaian Kinerja Petugas Layanan
2. S0P Pemberian Sanksi Kompensasi

1. Komputer

2. Printer

3. Jaringan intermet
4. Alat tulis kantor

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Daflar rekapitulasi izin dan laporan izin bulanan;/triwulan
No Kegiatan Pelaksana Mutu Buku Keterangan
Petugas Back Penanggung g s Kelengkapan Waktu Cutput
Ofiice Sanal lagioran Kepala Bidang Kepala Dinas
1| Petugas back office menyusun rekapitulasi izin yang sudah | I Ddl:blizm K Rekapitulasi
selesai/terbit torik ! data izin
2 | Petugas back office menyerahkan rekapitulasi kepada petugas v
penanggungjawab laporan Rekapitulasi i Fiah Rekapitulasi
data izin data izin
3 | Penanggungjawab laporan mengolah dan menyusun laporan > Rekapitulasi hari Draft Laporan
izin bulanan /triwulan data izin 3 lzin
| - Draft Laporan
4 _| Penanggungjawab laporan melaporkan kepada kepala bidang Izin 60 menit Laporan [zin
Laporan 1zin
5 | Penanggungjawab laporan meminta TTD kepada kepala dinas D Laporan [zin o yang sudah
disetujui




PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP :000.9.3.3/ 20 [Kep/a13.111/2026

TGL. : 09 Januari 2026
PEMBUATAN

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF | 6@ Januari 2026
DISAHKAN :
OLEH

NAMA SOP

1 SOP Penilaian Kinerja Petugas Pelayanan

L)

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dibah
dengan Undang-Undang Nomaor g Tahun 2015;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Sipil Negara Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian
Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

1. Menguasai Standar Operasional Prosedur;

2. Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi secara lisan dan
tertulis;

4. Memahami kebijakan dan pedoman penilaian kinerja;

4. Memiliki kemampuan mengolah data

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. SOP Penilaian Kinerja Petugos Layanan;
2. SOP Pemberian Sanksi Kompensasi

1. Komputer
2. Printer
3. Alat tulis kantor

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Laporan penilaian kinegja petugas pelayanan




No Kegiatan Pelaksana Mutu Buku Keterangan
Kepala Bidang Tim Penialaian Kelengkapan Waktu Output
1| Kepala Bidang menyusun kriteria penilaian kinerja petugas pelayanan l l G rlzeﬂlc'ljji‘?;tc;:'m s hisied D;af I.(rilleﬁa
erulalan
Kepala Bid bentuk tim penilaian kinerj la D\y Daftar nama tim
2 idang membentuk tim n kinerja petugas /anan
- § e e penilai 1 hari Surat tugas
3 [ Tim penilai memberikan penilaian untuk setiap petugas pelayanan [nstrumen ; Lembar hasil
penilaian 1 hari ek
penilaian
4 | Tim penilai merekap dan menganalisa hasil penilaian L hasdl . Dokumen reLap
it 2 hari dan analisa
pe penilaian
Ti ilai ikan hasil ilaian kepada Kepala Bida B jsbariag 60
5 m penilaian menyampa penilaian kepada Kepala Bidang dan analisa P
I I peniiiin ezt Laporan penilaian
6 | Kepala Bidang memberikan tindak lanjut atas hasil penilaian D P Laporan okt Surat keputusan
= penilaian 11 (reward/sanksi)




PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

"NOMOR SOP :0000.3.3/ 20 /Kep/413.111/2026

TGL. : 09 Januari 2020

PEMBUATAN

TGL. REVISI i -

TGL. EFEKTIF |: 09 Januari 2026

DISAHKAN :

OLEH KEPNADINAS PENANAMAN MODAL

PELAYANAN TERPADUSATU PINTU

- BRCREL 5 e Y TN

T Ry o= LA T
o ¥ S, - P i

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Unddng-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dibah
dengan Undang-Undang Nomor g Tahun 2015;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20233 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerjn menjadi undang-undang

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Sipil Negara Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian
Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

T, Menguasai Standar Operasional Prosedur;

2. Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi secara lisan dan
tertulis;

3. Memahami kebijakan dan pedoman penilaian kinerja;

4. Memiliki pangkat/jabatan yang lebih tinggi dari pejabat yang diberikan
sanksi kompetensi

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. SOP Penilaian Kinerja Petugas Layanan;
2. SOP Pemberian Sanksi Kompensasi

1. Komputer
2. Printer
3. Alal tulis kantor

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Laparan Pemberian Sanksi Kompetensi




No Kegiatan Pelaksana Mutu Buku
Petugas Pelayanan | Kepala Bidang Kelengkapan Waktu Output
1| Petugas melakukan pelanggaran dalam proses pelayanan D—
SOP Pelayanan Saat Kejadian Laporan pelanggaran
2 | Kepala Bidang melakukan analisa atas pelanggaran yang dilakukan petugas | ' Bukti pelanggaran 1-2 harl kerja Calatan hasil analisa
pelanggaran
3 | Kepala Bidang memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan & Rekomendasi Surat Pemberian
petugas pemberian sanksi 1 hari kerja i
W
4 | Petugas menerima dan melaksanakan sanksi pelanggaran Sural pemberian
| l sanksi 1 Hari kerja Laporan perbaikan




PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

AR F A R 2

1. lTndlng-Undanchmor a5 Tahun 2000 tmtang I’nlayamn Publik;

2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah tevakhir dengan
Undang-undang Nomoyr 0 Tahun 20135;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tenung Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
Tentang Cipla Kerja Menjadi Undang-1Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tcnlnn; Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggiroan Perizinan Berusaha di Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggnman Penataan Ruang;

7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasiunal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanisan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;

8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko dan Fasilitus Penanaman Modal;

9. Peraturan Badan Kourdinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cam Pengawasan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko,

10. Peraturan Dnerah Knbupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lomongan Tahun 2020 -
2039;

11. Peraturan KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN Numor 55 Tahun
2020 tentang RDTR BWP Paciran;

12, Peraturan KEP&L—\ Dlh AS PKNAN AM &N HDD.-\.L DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN Nomar

35 Tal'mn 2021 b ..ulmn F Perizinan Berusaha dan Pemlmln Non Bemulla.

L Pa'setujuan Bangunan Gedung(PBG)

[ 000.0.3.3/ 20 /Kep/413.111/2026
. 09 Januar 2026

“v"
@‘fv' 7))

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang menjadi
dasar dalam pemberian perizinan;
2. Terampil menggunakan komputer dan intemet.

1. Komputer yang dilengkapi Prinldan Jaringan ln
2. Peraturan yang berhubungan dengan perizinan terkait;

3. ATK (Alat Tulis Kantor).




[l Vet |
1

1. Mencatat berkas permohonan

yang diterima dalam Register;

Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan dalam Legalisir PBG
2. Mencatat izin yang sudah terbit dalam Register.
. Mutu Balu Kelerangan

Kegiatan Kelengkapan ‘Wakiu Output
Pelaku usaha mengajukan permohonan legalisir PBG dengan menyertakan Formulir dan . Berkas
persyaratan yang diperlukan; Persyaratan 15 Menit PI‘)’_"“"hm‘m
DPMPTSP melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan, untuk Pormilid Berkas
persyaratan yang tidak lengkap selanjutnya dapat dilengkapi terlebih Umlﬂn li):::f’n 15 Menit Permohonan
dahulu vleh pemobon don kembali melakukan pengajuan Persyara ma Diterima
Sctelah persyaratan vang diterima dinyatakan lengkap, selanjutnya Penundatin
akan dilakukan penandatanganan berkas dan diserahkan kepada 1 Hari efeg lisi ng;?,
Petugas Back Office untuk diregister c-Segatism -0k
Berkas diserahkan kepada pemohon Legalisir PBG 30 Menit I’enBye imhau




PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

7 2 2 | % z =4 ’ 3
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201 4 tentang Pemerintahan Daerah se

Undang-undang Nomor g Tahun 2015;

2. Peraturan Pemerintoh Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraon Perizinan Berusaho Berbasis Risiko;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

5. Peraturon Badan Koordinasi Penonaman Modal Republik Indunesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara

Pengawasan Perizinan Berusaha Berbosis Risiko;

6. Peraturan KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUFATEN LAMONGAN

Nomor 39 Tohun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanon Perizinan Berusaha don Perizinan Non Berusaha di Kabupoten

Lemongan.

45 28

FR T ! :
dengan

gnirna telah beberapa kali diubah terakhir

1. SOP Pengajuan Berusaha Rendah

2. SOP Pengajuan Berusaha Risiko Menengah Rendah
3. SOP Pengajuan Berusaha Risiko Menengah Tinggi
4. SOP Pengajuan Berusaha Risiko Tinggi

: 000.9.9.3/ U /Kep/413.111/2026

© 09 Januari2026

3 3
it

yang menjadi

i 3
perundang-undangan

dasar Pengawasan dan Pengendalian Perizinan;
2. Terampil menggunakan komputer;

1. Memahami peraturan

1. Komputer yang dilengkapi Software Aplikasi OSS, Printer dan
Jaringan internet;

2. Peraturan tentang Perizinan Berusaha berbasis Resiko;

3. Peraturan tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko;

4. ATK.




Pelaksana Mutu Baku
s Tim Teknis Kelengkapan Waktu Cutput

Pengaduan dari masyarakat dan /atau Komputer 1 jam Data Perizinan
Pelaku Usaha yang dilaksanakan secara Jaringan internet Berusaha Berbasis
elektronik melalui Sistem O8S atau Resiko
saluran pengaduan yang disediakan
Sistem OSS atau Sistem elektronik Pengaduan Sesuai Aduan diterima
lainnya menerima pengaduan dari sistem
masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang
disampaikan kepada Pemerintah Daerah
melalui Dashboard DPMPTSP
Staf DPMPTSP mengalkses Sistem 0SS Komputer 1jam Data Perizinan
atau sistem lainnya untuk mendapatkan Jaringan internet Berusaha Berbasis
data pengaduan dan merekap data Resiko
Menerima dan menganalisa sebagai lI)‘::zta perizinan 1 jam Hasil analisis
ba £ ~pad Kepal rrusaha
Bi(l]&::s laporan kepada kepada Kepala Sestet e
Kepala Bidang sebagai sehagai Komputer 1 hari Rencana Prioritas
penanggung jawab pelaksana inspeksi Jaringan internet Pengawasan
lapangan menyiapkan Perencanaan Data perizinan
Pengawasan Insidental yang meliputi :
a.  Rapat koordinasi Tim;
b.  Persiapan Monitoring dan

Evaluasi;
Sebagai bahan laporan perencanaan
pengawasan Insidental
Mengesahkan Perencanaan Pengawasan Jadwal prioritas | 15menit | Pengesahan
Insidental pengawasan Jjadwal prioritas

pengawasan

Bersama Tim Teknis melaksanakan Dokumen 2 hari Stmq%e_gr_
Persiapan Inspeksi Lapangan meliputi: perencanaan pengawasan
a.  pemeriksaan administratif pengawasan Perizinan .

dan/atau fisik atas pemenuhan i E:Ef:h" SE

standar kegiatan usaha dan/atau

standar produk /jasa;
b.  pengujian; dan/atau




¢ pembinaan dalam hentuk

pendampingan dan penyuluhan,
8 | Pelaku Usaha memberikan keleluasaan Dala perizinan 1 hari Dral  Berita
Tim teknis dalam melaksanakan : berusaha Acara  Hasil

4. pemeriksaan administratif berbasis risiko Pen.u:rik-;aan
dan/atau fisik atas pemenuhan Perizinan .
standar kegiatan usaha dan/atau EZ?I:;M berbasis
standar produk /jasa;

b.  pengujian; dan/atau pembinaan
dalam bentuk pendampingan dan
penyuluhan.

o | Hasil pemeriksaan rufin dituangkan Draf  Berita 1jam Berita Acara
dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Acara  Hasil Hasil Pemeriksaan
yang ditandatangani oleh pelaksana Pemeriksaan Perizinan )
inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha Perizinan Berusaha berbasis

: . Berusaha Resiko
untuk disampaikan kepada Kepala Rt Rk
DPMPTSP untuk kemudian disampaikan
kepada 0SS

10 | Kepala DPMPTSP menerima Berita Berita  Acara 1jam Berita Acara
Acara Hasil Pemeriksaan dan Hasil Hasil Pemeriksaan
menerbitkan perintah atau persetujuan Pemeriksaan yang disetujui
untuk melaporkan secara eleldronik Perizinan
kepada Sistem 0SS

11 | Penanggung jawab pelaksana inspeksi Berita Acara 20 menit | Berita  Acarma
lapangan melaporkan penilaian hasil Hasil Terunggah
Pengawasan secara elektronik kepada Pemeriksaan
Sistem OSS vang disetujui

12 | Berdasarkan laporan penilaian hasil Data hasil 1 hari Informasi inspeksi
Pengawasan, Sistem OSS melakukan pemeriksaan lapangan
pengolihan data dan/atan informasi Perizinan
untuk: Berusaha sesuai

Resiko

a.  peninjauan atau evaluasi secara
berkala terhadap penetapan tingkat
Risiko kegiatan usaha;

b.  penyesuaian intensitas inspeksi

L




lapangan pada Pengawasan; dan

¢ pembaruan profil Pelaku Usaha,
13 | Pelaku Usaha dapal mengakses atau Komputer 15 menit | Pembaharuan
Jaringan internet profil  Pelaku
Usaha pada
Sistem

memperoleh informasi terkait
penyesuaian intensitas inspeksi
lapangan pada Pengawasan Insidental
dan pembaharuan profil Pelaku Usaha
pada Sistern OSS,




PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP F000.9.3.3/ 20 /Kep/q13.111/2026
TGL. F 09 Januari 2026
PEMBUATAN
TGL. REVISI F -
TGL. EFEKTIF |:00 Januari 2026
DISAHKAN E
OLEH
AS PENANAMAN MODAL
h\ TERPADU SATU
B AT A ANGAN
—
NAMA SOP : Pengawasan Rutin

taatd

1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daeroh sebagaimana telah beberapa kali diuboh terakhir dengan

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

Peraturan Pemerintuh Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaruan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1:38 Tahun 2017 Tentang Penyvelenggaraan Pelavanan Terpadu Satu
Pintu Daerah;

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomar 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara
Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Peraturan KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN

Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha di Kabupaten
Lamongan.

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang menjadi
dasar Pengawasan dan Pengendalian Perizinan;
2. Terampil menggunakan komputer;

i =t




Pelaksana Mutu Baku
i )] SP i 35/ Sistel *
e kesiba ot IK[-"'I;;!EI‘ Kepola Dinga Iim Teknis | Pelaku Usaha u"g{nn":;m Kelengkapan Waktu Cutput
1| Mengakses OSS untuk mendapatkan data Perizinan Komputer 1jam Data Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko; I Jaringan internet Berusaha Berbasis
l Resiko
2 | Lembaga OSS menyiapkan data Perizinan Berusaha Pengaduan Sesuai Aduan diterima
sistem
3 | Menganalisa Klasifikasi data Perizinan Berusaha Komputer 1 jam Data Perizinan
Berbasis Resiko dan Menyampaikan Data kepada Jaringan internet Berusaha Berbasis
Kepala Seksi l Resiko
4 | Menyiapkan Penyusunan Perencanaan Penga Data perizinan 2 jam Hasil analisis
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan melaporkan berusaha
kepada Kepala Bidang berbasis risiko
5 | Kepala Bidang sebagai sehagai penanggung jawab Komputer 1 hari Rencana Prioritas
pelaksana inspeksi lapangan menyiapkan Perencanaan | Jaringan internet Pengawasan
Pengawasan Insidental yang meliputi : Data perizinan Perizinan
a. Rapat koordinasi Tim; I herusaha Berusaha sesuai
b.  Persiapan Moniloring dan Evaluasi: berbasis risiko Resiko
Sebagai bahan laporan perencanaan pengawasan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko kepada Kepala
Dinas.
6 | Mengesahkan Perencanaan Pengawasan Rutin Jadwal prioritas | 15 menit Pengesahan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko pengawasan Jadwal prioritas
perizinan pengawasan
berbasis risiko perizinan
berusaha berbasis
risiko
7 | Bersama Tim Teknis melaksanakan Persiapan Inspeksi Dokumen 1 hari Strategi
Lapangan meliputi: perencanaan pengawasan
a.  pemeriksaan administratif dan/atau fisik atas 2 pengawasan Perizinan
pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau Berusaha sesuai
standar produk/jasa; Resika
b.  pengujian; dan/atau
¢ pembinaan dalam bentuk pendampingan dan
penyuluhan,
8 | Pelaku Usaha memberikan keleluasaan Tim teknis Data perizinan 1 hari Draf  Berita
dalam melaksanakan : N berusaha Acara  Hasil
a.  pemeriksaan administratif dan/atau fisik atas berbasis risiko Pemeriksaan
Perizinan

pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau




Pelaksana Mutu Baku
No iatan DPM L 35/ Siste
Rey St Kabigrsp Kepdia Dinas Tim Teknis Pelaku Usaha Oﬁ;‘;{nsr‘]'z_tam Kelengkapan Waktu Output
standar produk /jasa; Berusaha berbasis
. pengujian; dan/atau Resiko
¢ pemhinaan dalam bentuk pendampingan dan I I
penyuluhan.

9 | Hasil pemeriksaan rutin dituangkan dalam bentuk Draf  Berita 1 jam Berita Acara
Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Acara  Hasil Hasil Pemeriksaan
pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha untuk b Pemeriksaan Perizinan
disampaikan kepada Kepala DPMPTSP untuk g Perizinan Berusaha berbasis
kemudian disampaikan kepada OSS Berusaha Resiko

berbasis Resiko

10 | Kepala DPMPTSP menerima Berita Acara Hasil Berita Acara 1jam Berita Acara
Pemeriksaan dan menerbitkan perintah atau Hasil Hasil Pemeriksaan
persetujuan untuk melaporkan secara elektronik » Pemeriksaan vang disetujui
kepada Sistem OSS Perizinan

11 | Penanggung jawab pelaksana inspeksi lapangan I Berita Acara jomenit | Berita Acara
melaparkan penilaian hasil Pengawasan secara Hasil Terunggah
elektronik kepada Sistem 0SS Pemeriksaan

yang disetujui

12 | Berdasarkan laporan penilaian hasil Pengawasan, Data hasil 1 hari Informasi inspeksi
Sistem OSS melakukan pengolahan data dan/atau pemeriksaan lapangan
informasi untuk: Perizinan

a.  peninjauan atau evaluasi secara berkala terhadap Berusaha sesuai
penetapan tingkat Risiko kegiatan usaha; Resiko

b.  penyesuaian intensitas inspeksi lapangan pada
Pengawasan; dan

¢.__pembaruan profil Pelaku Usaha.

13 | Pelaku Usaha dapat mengakses atan memperaleh Komputer 15 menit Pembaharuan
informasi terkait penyesuaian intensitas inspeksi Jaringan intermet profil  Pelaku
lapangan pada Pengawasan rutin dan pembaharuan Usaha pada
profil Pelaku Usaha pada Sistem OSS. Sistem




PEMERINTAH KABIJPATEN LAMONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP : 000.93.3/ 20 /Kep/413.111/2026
TGL. PEMBUATAN  |: 09 Januari 2026

TGL. REVISI T -

TGL. EFEKTIF : 04 Januari 2026

DISAHKAN OLEH :

"’7““-

7'/
)7 "/

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayvanan Pul:llk

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
dibah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 lentang Cipta Kerja menjadi undang-undang

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

1. Memahami tata kelolo arsip dinamis

2. Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi secara lisan don
tertulis;

3. Memiliki intergritas dalam menjaga dokumen yang bersifat rahasia

4. Mampu bekerjasama dengan tim

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. SOP Penilaisn Kinerjs Petugas Layanan;
2. SOP Pemberian Sanksi Kompensasi

1. Komputer
2. Printer
3. Alat tulis kantor

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Daftar pertelaan arsip (DPA) atau Inventaris Arsip




No Kegiatan Pelaksana Mutu Buku
Petugas Pelayanan Kelengkapan Waktu Output
1 Petugas melakukan pengumpulan dokumen dan pengecekan kelengkapan | I Dokumen fisik, . . ,
dokumen yang akan diarsip Checklist kelengkapan 1 jam Dolumen terverifikasi
W
2 Fetugas melakukan mengelom pokkan berdasarkan klasifikasi tertentu Pola Klasifikasi Arsip . Dokumen lerpilah
riam (Sortir)
3 Petugas menyiapkan media penyimpanan arsip v Map, lemari arsip/
¥ s 3 : Sarana penyimpanan
m Google Drive 1jam siap pakat
i
4 Petugas memberikan kode/label pada dokumen yang diarsip I I ATK, Label . Dokumen arsip yang
e sudah dilabeli
5 Petugas melakukan pencatatan dokumen yang telah diarsipkan V Buku register/catatan Daftar pertelaan arsip
[ arsip 1jam (DPA) atau Inventaris
Arsip




PERIZINAN BERUSAHA

NOMOR SOP : 0000933/ 20 /Kep/q13.111/20206
TGL. PEMBUATAN : 0§ Januari 2026

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

S— ——
Kesesualan Kegiatan Pemanfaatan Ruang

{Pem;afaaq Mandiri)

s 4 foi =
DA & _ et TR BB R AP i o M i o
O nd.ung-umhnl Nomor 25 Talu.m 2009 1:11:-“, I’dmmn Publik ) 1. Bemcndidihn minimal S1
2. Undang-Undang Nomar 233 Tahun 2014 tentang Pemesintahan Dacrah sebagnimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengon Undang-undang Nomor ¢ Tahun 2015 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam
3. Undang-Undang Nomour 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pe intah pengganti UU N 2 Tahun 2022 Pl’mbem perizinan

SUENG A S0 SO U Srgr g, 3. Terampil dalam mengoperasikan komputer dan internet

4. Peraturan Pemerintah Numaor 28 Tahun 2025 tentang Penvelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Reailoo
5. Pemturan Pemerintah Nomor 6 tuhun 2021 tentang Penyel Perizinan Berusaha di Daerah 4. Memm informasi terkait perizinan, perizinan berusaha, dan non
6. Peraturan Pemerintnh Nomor 21 Tohun 2021 tentang I-'rnyelmgpmn Penataan Ruang penizinan
7. [‘emtumn Menten Agrum dnn Tnuu Ruang/ Kz};l.u mdd?;ﬁ:-h han Nasional “P 1f3 Tnhu;;o.u tentong 5. Menguasai Standar Operasional Prosedur
ks fantan Ruang onisnsi Program Pemanfastan Roang g R " <
8. 'Pmmm Badan Kmﬂhnul Pcmumxn Madnl Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Caras Pelayanan 6. Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi secara lisan dan tertulis
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal 7. Mampu bekerjasama dengan tim
. Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomar 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara
» m:n:nn Perizinan Berusaha B':rhln‘a Risiko i 2 8. Menerapkan 55 (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun) dalam melakukan
10, Per Daerah Kabug 1 gan N 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten pelayanan
Lamongon Tahun 2020 - 2039 9. Berpenampilan rapi dan sopan
11. Peraturan KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN 10. Memehami den mampu menguperasikan aplikasi perizinan

LAMONGAN Nomor 55 Tahun 2020 tentang RDTR BWP Paciran

12 Peraturan KEPALA DINAS PENAN -\M,-\.\T MO’[‘N\L DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
LAMONGAN Nomor 35 Tahun 2021t velenggaraan Pelay Perizinan Berusaha dan Periznan Non
Berusaha,




KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOPPenerbitan Perizinan Berusaha; 1. Ruang tunggu dengan pendingin ruangan
2, Sistem antrian
3. Meja dan kursi
4. Komputer
5. Printer
6. Jaringan internet
7. Handphone
8. Alat tulis kantor
PERINGATAN: PENCATATANDANPENDATAAN:
KKPR pernyataan mandiri merupakan sebuah pernyataan bahwa lokasi usaha telah sesual der
Rencana Tata Ruang (RTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan pernyataan kesediaan
dikenakan sanksi apabila ternyata ada ketidaksesuaian di kemudian hari
No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Pemohon Sistem OSS Kelengkapan Waktu Output
1 Pelaku usaha mengajukan permohonan l Komputer On-line Sesuai Permohonan KKPR
(pendaftaran) melalui Portal 0SS Sistem
2 Pelaku usaha melakukan pengisian data usaha dan " Permohonan KKPR Sesuai Usulan Pernyataan
lokasi usaha dan dengan menyertakan persyaratan — Sistem Mandiri
vang diperlukan. Untuk usaha dengan risiko |
rendah, pelaku usaha perlu mencentang y 3
permohonan persyaratan dasar dengan kategori
mikro rendah e
3 Sistem 0SS akan melakukan verifikasi data dan / Usulan Pernyataan Sesuai Pernyataan
persyaratan yang telah diajukan pelaku usaha Tidak Lengkap T Mandiri Sistem Mandiri Diterima
p
L4
4 Apabila persyaratan lengkap, maka KKPR berupa Komputer On-line Sesuai KKPR
pernyataan mandiri akan atomatis terbit melalui Sistem
sistem 0SS o




PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

._._2--*_.“‘7..--.. Ll o e = Ieete ]
. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Und.
undang Nomor g Tahun 2015

3. Undang-Undang Nomur 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti U7 Numor 2 Tahun 2022 Tentang Cipla Kerjo Menjadi
Undong-undang

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tenlang Penyelenggaraan Perizinan Berusaba di Daerah

6

7.

. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
. Peraturan Menteri Agraria don Tato Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanifaatan Ruang

8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tabun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal

Pedal
F K

9. P Badan Koordinasi P, Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tala Cara Pengawasan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko

10. Per Daerah Kabupaten | gan N 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 -
2039

11. Peroturan KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN Nomor 55
Tahun 2020 tentang RDTR BWP Paciran
12. Peraturan KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTL KABUPATEN LAMONGAN Nomor 35

: 000.0.3.3/ 20 /Kep/413.11/2026

: 09 Januari 2026

ke B

zT

: Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Penilaian

Berpendidikan minimal S1
Memahami peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
dalam pemberian perizinan
Terampil dalam mengoperasikan komputer dan internet
Memahami informasi terkait perizinan, perizinan berusaha, dan
non perizinan
Menguasai Standar Operasional Prosedur
Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi secara lisan dan
tertulis
Mampu bekerjasama dengan tim
Menerapkan 58 (Senyumn, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun)
dalam melakukan pelayanan
Berpenampilan rapi dan sopan

. Memahami dan mampu mengoperasikan aplikasi perizinan




Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelaynnan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha.

KETERKAITAN: PERALATAN/ PERLENGKAPAN:
. Ruang tunggu dengan pendingin ruangan
fz. Sistem antirian
3. Meja don kursi
l4. Komputer
5. Printer
6. Jaringan internet
7. Handphone
8. Alat tulis kantor
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Pemohon Sistem OSS | OFD Teknis BPN Kelengkapan Waktu Cutput
« Komputer On-line )

1 Pelaku usaha mengajukan permohonan pr—— « Dokumen Usulan 30 Menit Dokumen
(pendaftaran) melalui Portal OSS dengan | Kegiatan Usulan Kegiatan
menyertakan persyaratan yang diperlukan Diterima
(dokumen usulan kegiatan, dlI)

2 | Sistem OSS mengirimkan notifikasi kepada Dinas _l Dokumen Usulan 10 Menit Natifikasi
PRKPCK Kegiatan Diterima

N

3 Dinas PRKPCK melakukan verifikasi terhadap I mp / Notifikasi dan Dokumen 15 Menit Persyaratan
kelengkapan persyaratan atas permohonan Usulan Kegiatan Permohonan
(pendaftaran) dari Pelaku Usaha Diterima Lengkap

4 | Sistern OSS menerbitkan surat perintah setor e e Lenghap Kelengkapan Persyaratan 10 Menit Surat Perintah
kepada pemohon untuk pembayaran biaya layanan | | i permohonan Setar

5 Pemohon membayar biava layanan sesuai dengan Surat Perintah Setor 30 Menit Bukti
ketentuan peraturan perundang-undangan Eﬂ Pembayaran

Komputer On-line;

6 | Pemohon menyampaikan bukti pembayaran kepada 10 Menit Bukti

Sistem OSS Bukti Pembayaran Pembayaran
Diterima




7 | Berdasarkan bukti pembayaran, BPN selanjutnya } Bukti Pembayaran 10 Hari Pertimbangan Proses berada di
menerbitkan pertimbangan teknis pertanahan Diterima teknis Internal BPN
Pertanahan
8 Penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Dok, Usulan Kegiatan, 8 Hari Berita Acara Melibatkan
Ruang dilakukan melalui kajian, bila diperlukan Pertimbangan Teknis FPR Forum Penataan
dilakukan peninjauan lapangan Pertanahan Ruang
Y
9 Penerbitan Hasil Penilaian Kesesuaian PKKPR Berita Acara FPR 1 Hari Hasil Penilaian
(Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan PKKPR
Ruang)
10 | Penerbitan PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Hasil Penilaian PKKPR 1 Hari Dok. PKKPR
Kegiatan Pemanfaatan Ruang) oleh DPMPTSP
melalui Sistem 0SS
1 Pemohon menerima/ mencetak penerbitan PKKPR Komputer On-line 15 Menit Dok, PKKPR

(Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang)




W

New s

|

i1.

iz.

Undang-undang Nomor 25 I'ahun 2009 lentang, l’claynnan fublik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

undang Nomor g Tahun 2015

Undang-Undang Nomur 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturas Pemerintah pengganti UU Numor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyeenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyeledggarann Perizinan Berusaha di Daerah

Peraturan Pemerintah Numor 21 Tahun 2021 tentang Penyeienggaraan Penataan Ruang

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan pemmhan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Pelak K i

Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinks i Program Per) Ruang
. Peraturan Badan Koordinasi P Modal N 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal
. Peraturan Badan Kourdinasi Pe Muodal N 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawnsan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko
. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 20?1 lentang R Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020

- 2039
Peraturan KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PEFAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN Nomor 55

Tahon 2020 tentang RDTR BWP Paciran
Peraturan KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PEMAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN Nomor 35

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha

DISAHKANOLEH [
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TGL.REVISI : -

TGL.EFEKTTF : 08 Januari 2026
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Berpendjdikan minimal S1

Memahami peraturan perundang-undangan yang menjadi
dasar dalam pemberian perizinan

Terampil dalam mengoperasikan komputer dan internet

Memahami informasi terkait perizinan, perizinan
berusaha, dan non perizinan

Menguasai Standar Operasional Prosedur

Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi secara lisan
dan tertulis

Mampu bekerjasama dengan tim

Menerapkan 55 (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan
Santun) dalam melakukan pelayanan

Berpenampilan rapi dan sopan

Memahami dan mampu mengoperasikan aplikasi perizinan




KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Runang tunggu dengan pendingin ruangan
2, Sistem antrian
3. Meja dan kursi
4. Komputer
5. Printer
6. Jaringan internet
7. Handphone
8. Alat tulis kantor
PERINGATAN: PENCATATANDANPENDATAAN:
No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Pemohon Sistem 0SS Kelengkapan Waktu Output
* Komputer On-line
1 Pelaku usaha mengajukan permohonan s Dokumen Usulan Sesuai Dokumen Usulan
(pendaftaran) melalui Portal 0SS dengan Kegiatan Sistem Kegiatan Diterima
menyertakan persyaratan yang diperlukan _—
(dokumen usulan kegiatan, dll) p
2 | Sislem OSS melakukan verifikasi terhadap Dokumen Usulan Sesuai Persyaratan
kelengkapan persyaratan atas permohonan Kegiatan Diterima Sistem Permohonan Diterima
(pendaftaran) dari Pelaku Usaha, apabila Tidak Y
persyaratan dinilai lengkap akan dilanjutkan Lengtap /
menuju proses selanjutnya, sedangkan untuk \
persyaratan yang tidak lengkap selanjutnya dapat
dilengkapi terlebih dahulu oleh pemohon dan
kembali melakukan pendaftaran melalui Portal 0SS Lengkap
v
3 | Sistem OSS menerbitkan PKKPR (Persetujuan | e Persyaratan Sesuai Keputusan Persetujuan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) Permohonan Diterima Sistem
Lengkap
4 Pemohon menerima/mencetak penerbitan PKKPR Komputer On-line Sesuai Dok. Persetujuan KKPR
(Persetnjuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Sistem
Ruang)




NOMORSOP [ 0o0.9.3.3/ 20 /Kep/4q13.111/2026

TGL. 109 Januari 2026
PEMBUATAN
TGL. REVISI | -
TGL. EFEKTIF ;098 Januari 2026
DISAHKAN  |: —
OLEH
i
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN |
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
" /
NAMA SOP - Persetujuan Lingkungan (Surat Pernyataan

Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
ingkungan Hidup / SPPL)

-

1. Undang-Undang Nomor 32 Tohun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup . Berpendidikan minimal S1

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
Undang-undang Nomor g Tahun 2015 dalam pemberian perizinan

3. Undang-Undang Nomar 6 Tahun 202 Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UL Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Terampil dalam mengoperasikan kompuler dan internet

Menjadi Undang-undang Memahami informasi terkait perizinan, perizinan berusaha, dan non

+0

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tohun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Barusaha Berbasis Resiko perizinan
5. Peraturan Pemerintah Nomaor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 5. Menguasai Standar Operasional Prosedur
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perfindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 6. Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi secara lisan dan tertulis
7. Peratoran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang tentang Daftar Usaha dan/ atau Kegiatan yang 7. Mampu bekerjasama dengan tim
Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dumpak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantavan IB. Menerapkan 58 (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun) dalam
Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup melakukan pelayanan
8. Peraturan KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN b, Bemﬂﬂﬂmpﬂaﬂ rapi dan sopan

Noumor 35 Tahun 2021 tentang Penvelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha,

ho. Memahami dan mampu mengoperasikan aplikasi perizinan

KETERKAITAN: PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

. Ruang tunggu dengan pendingin ruangan
. Sistem antrian
[:, Meja dan kursi




Kumputer
Printer

Jaringan intermet

Handphune

Alat tulis kantor

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

PERINGATAN:
No Kegiatan Pel Mutu Baku Keterangan
Pemohon Komisi Penilai Sistem O8S OPD Teknis Kelengkapan Walktu Output
AMDAL
+ Komputer On-
1 Pelaku usaha melakukan pengisian dan line 60 Menit Permohonan SPPL
pengajuan SPPL dan memenuhi persyaratan » Isian SPPL
yang dibutuhkan melalui Sistem OSS
v
2 | Sistem OSS menerima pengajuan SPPL dari Permohonan 15 Menit Dokumen SPPL
Pelaku Usaha dan melakukan Verifikasi Data Tidak SPPL Diterima
Lengkap|
3 | Verifikasi data diteruskan proses Penapisan /\ Dokumen SPPL 30 Menit Dokumen SPPL
melalui AMDALNET v ekap Diterima Diterima Terverifikasi
v
4 | Sistern OSS menerbitkan SPPL I Dokumen SPPL 30 Menit Dokumen SPPL
Diterima Diterbitkan
Terverifikasi
5 | Pelaku usaha menerima penerbitan SPPL L| Komputer On-line 10 Menit Dokumen SPPL
Diterima
6 | Pelaku usaha melakukan registrasi SPPL ke Dokumen SPPL 15 Menit SPPL Teregister
OPD Teknis Diterima




NOMOR SOP :000.0.3.3/ 20 /Kep/q13.111/2006

TGL. PEMBUATAN [: 09 Januari 2026 :
TGL. REVISI =

TGL. EFEKTIF :09 Januari 2026

DISAHKANOLEH |: "gpd-l Kanp

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN \-:\’
TERPADU SATU PINTU aNT
——— = ’
NAMA SOP ¢ Persetujuan Ligkungan (Surat Kelayakan Kegiatan Lingkungan /
SKKL)

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 1 Berpendidikan minimal SMA

2. Undang-Undang Nomur 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah X "
beberapa kali diubah terakhir dengon Undang-undang Nomor g Tahun 2015 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pemberian
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Ketja perizinan
4. ;:‘rm::?! S:ir:beﬁmah Nomaor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 3. Terampil dalam mengoperasikan komputer dan intemet
5. Peraturan Pemerintah Nomor & tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha i 4.  Memahami informasi terkait perizinan, perizinan berusaha, dan non perizinan
Daecah - : 5.  Menguasai Standar Operasional Prosedur
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan i
Pengelulaon Lingkungan Hidup 6. Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi secara lisan dan tertulis
7. Per Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang tentang Daftar bekerj i
Usaha dan/ atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, rE Mampu asama dengan tim
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat 8. Menerapkan 55 (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun) dalam melakukan pelayanan
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantanan Lingkungan Hidup i i
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sertifikasi 9.  Berpenampilan rapi dan sopan . e
Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun 10.  Memahami dan mampu mengoperasikan aplikasi perizinan
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup

9. Peraturan KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMONGAN Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Berusaha dan Perizinan Non Berusaha.

KETERKAITAN: PERALATAN/ PERLENGKAPAN:




Ruang tunggu dengan pendingin ruangan
Sistem antrian

Meja dan kursi

Komputer

Printer

Jaringan internel

Handphone

Alat tulis kantor

@ P gughesa R

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Ket.

Pemohon

Sistem 0SS

Komisi Penilai
AMDAL

Bupati Back Office Kelengkapan

Walktu

Output

Pelaku usaha mengajukan permohonan
(pendaftaran) melalui Portal OSS dan
memenuhi persyaratan yang dibutuhkan

Komputer On- line

a0 Menit

Permohonan (pendaftaran)
dan Persyaratan Diterima

Persyaratan Permohonan

2 | Sistem OSS memproses Permohonan atas Permohonan 14 Hari R
pendaftaran dari Pelaku Usaha (pendaftaran) dan Diterima Lengkap
Persyaratan Diterima
] Pelaku usaha menyusun Dokumen Persyaratan Maksimal Andal dan RKL- RPL
AMDAL (Didalamnya terdapat ANDAL Permohonan Diterima 180 Hari/
dan RKL-RPL) Lengkap sesuai
Ketentuan
4 | Pelakuusaha mengajukan Andal dan RKL- Andal dan RKL- RFPL 1 Hari Andal dan RKL- RPL Diterima
RPL untuk dilakukan Penilaian
5 | Pelaksanaan Penilaian ANDAL dan RKL- Andal dan RKL- RPL 15 Hari Hasil pemeriksaan AMDAL

RPL (secara Administratif dan Teknis)

Diterima

(perlu perbaikan)




6 | Pelaku usaha melakukan perhaikan - 1 Hasil pemeriksaan 15 Hari Dokumen AMDAL (vang telah
Dokumen AMDAL AMDAL (perlu Diperbaiki)

perbaikan)

7 | Pelaku usaha menyerahkan Dokumen > Dokumen AMDAL (yang, 1 Hari Dokumen AMDAL (yang telah
AMDAL yang telah diperbaiki untuk telah Diperbaiki) Diperbaiki)
dilakukan Penilaian Akhir

y

8 | Penyampaian rekomendasi hasil penilaian Rekomendasi 2 Hari Diterima Rekomendasi

dan penilaian akhir Kelayakan/ Kelayakan/ Ketidaklayakan
Ketidaklayakan Lingkungan
Lingkungan

o | Penetapan keputusan kelayakan Tidak Lavak Layak Rekomendasi 5 Hari Diserahkan SK Kelayakan/
lingkungan hidup atau ketidaklayakan G Y Kelayakan/ Ketidaklayakan Lingkungan
lingkungan hidup Ketidaklayakan Hidup

Lingkungan
Petugas mengentry SK Kelayakan

10 | Lingkungan Hidup dalam Sistem OS85 dan SK Kelayakan 60 Menit SK Kelayakan Lingkungan
mengevaluasi hasil entry dalam Sistem Lingkungan Hidup Hidup telah dientry
(85
Sistem OSS menerbitkan Persetujuan

11 | Lingkungan SK Kelayakan 5 Hari Persetujuan Lingkungan

Lingkungan Hidup yang
telah dientry
Pemohon meneetak Persetujuan
12 | Lingkungan vang telah diterbitkan D Komputer On-line 10 Menit | Persetujuan Lingkungan yang

telah dicetak




NOMORSOP [ 000.0.3.3/ 20 /Kep/413.111/2026

TGL. :0§ Januari 2026
PEMBUATAN

TGL. REVIST |: -
TGL. EFEKTIF |:

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN \
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN \
TERPADU SATU PINTU y

NAMA SOP ¢ Persetujuan Lingkungan (Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan
Hidup / PKPLH)

St LN il
Berpendidikan minimal 51
Memahami peraturan perundang-undangan vang menjadi

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup it i
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang dasar dalam pemberian perizinan

Tl

undang Nomor 9 Tahun 2015 t3.  Terampil dfll:tm mengoperasikan Mpulﬂ_d_m internet
4. Undang-Undang Nomur 6 Tahun 20273 Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi 4. Memahami informasi terkait perizinan, perizinan berusaha,
Undang-undang dan non perizinan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 5. Menguasai Standar Operasional Prosedur
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. Mﬂ'l'lllljki kemampuan dalam berkomunikasi secara lisun dan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tertulis .
H. Peraturan Menteri langkurl,gan Hidup dan Kehutanan Nomur 4 Tahun 2021 tentang tentang Daﬂ.ar Usaha dan/ atau Kegiatan yang Wajib 7. Mampu bekerjasama dengan tim
Memiliki Analisis Meng k Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup 8. Menerapkan 55 (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun)
atau Surat Pernyataan hesunggupm Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dalom melakukan peldyanun
9. Peraturan KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN Nomor 35 lo. Berpenampilan rapi dan sopan
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Uerusaha, ho. Memahami dan mampu mengoper: sikan aplikasi perizinan
KETERKAITAN: PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. Ruang tunggu dengan pendingin ruangan




2. Sistem antrian
3. Meja dan kursi
4. Komputer
5. Printer
6. Jaringan intemet
7. Handphone
8. Alat tulis kantor
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Pemohon Sistem 088 | OFD Teknis Bupati Sistem (OSS Kele ‘Waktu Output
Komputer On- line
1 Pelaku usaha mengajukan permohonan 30 Permohonan (pendaftaran) dan
(pendaftaran) melalui Portal 0SS dan Menit Persyaratan Diterima
memenuhi persyaratan yang dibutuhkan
L
2 | Sistem OSS memproses Permohonan atas Permohonan 14 Hari | Persyaratan Permohonan
pendaftaran dari Pelaku Usaha (pendaftaran) dan Diterima Lengkap
Persyaratan Diterima
5 | Pelaku usaha melakukan pengisian dan Persyaratan 1o Hari | Dokumen UKL- UPL Diterima
pengajuan UKL- UPL untuk dilakukan Permohonan Diterima
pemeriksaan Lengkap
Ada Perbaikan g y .
4 | Pelaksanaan Pemeriksaan UKL- UPL Dokumen UKL- UPL 1 Hari Hasil Pemeriksaan &
(secara administratif dan subtansi teknis) \ Tidak Ada Diterima permintaan Perbaikan UKL-
UPL
v Perbatkarn
5 Pelaku usaha melakukan perbaikan UKIL- Hasil Pemerilksaan & 5 Hari Dokumen UKL- UPL telah
UPL permintaan Perbaikan diperbaiki
UKL~ UPL
6 | Menetapkan persetujuan rekomendasi Hasil Pemeriksaan & 5 Hari Persetujuan rekomendasi UKL-
UKL-UPL (") permintaan Perbaikan UPL
UKL~ UPL




Petugas mengentry Persetujuan Persetujuan 60 Persetujuan rekomendasi UKL-
rekomendasi UKL-UPL dalam Sistem OSS rekomendasi UKL-UPL Menit UPL telah dientry
dan mengevaluasi hasil entry dalam
Sistem 0SS
Sistem O8S menerbitkan Persetujuan Persetujuan 5 Hari Persetujuan Lingkungan
Lingkungan rekomendasi UKL-UPL
telah dientry
Pemohon mencetak Persetujuan Komputer On- line 10 Persetujuan Lingkungan yang
menit telah dicetak

Lingkungan yang telah diterbitkan




NOMOR SOP 000.9.3.3/ 20 /Kep/413.111/2026
TGL. 0§ Januari 2026
PEMBUATAN
TGL. EFEKTIF _
DISAHKAN OLEH =,
3 -i“. ANAMAN MODAL
‘5\“' JNSATU PINTU KABUPATEN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  p—
TERPADU SATU PINTU
i
NAMA SOP Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

1. -Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 20135;

3. Undang-Undang Nomur 6 Tohun 2023 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
dalam pemberian perizinan;

2. Terampil menggunakan komputer dan intermet;

4. Memahami Aplikasi SIMBG;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penvelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Memahami peran dari mosing-masing pelaksana
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daevah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomur 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung
KETERKAITAN: PERALATAN/ PERLENGKAPAN:
1. Komputer;
2. Jaringan Internel.
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:




No Kegiatan Pelak Mutu Baku Ket.
Pemohon OPD Operator Pengawas | DPMPTSP Kelengkapan Waktu Output
Teknis
Persyaratan PBG Persyaratan PBG
1 Pemohon menyelesaikan persyaratan PBG Sesuai terunggah
melalui aplikasi SIMBG Pemohon
2 | OPD teknis menerima notifikasi Persyaratan PBC yang Sesuai Notifikasi Dapat mengunduh
permohenan PBG dari pemohon ;?Srtunggah ke dalam Sistem d‘tjxll‘{li:g'm l?rth
em iperlukan
h 4
9 d[};;nlfg];lamn kelengkapan dokumen yang Kglcngkahp;nd 1 Hari Hasil pemeriksaan Daptzll\an
- persyaratan dokumen menyatak
teknis pemenuhan alasan atau
pengajuan PBG dari keterangan
Pemohon penolakan
4 | Verifikasi dokumen yang diajukan dinilai ——’-r-’—%-<> Hasil Pemeriksaan 1 Hari Dokumen
belum lengkap atau belum layak Terverifikasi
Perbaikan dokumen b4
5 Ya Hasil pemeriksaan Sesuai Kelengkapan
kelengkapan dokumen pemahon dokumen
yy I persyaratan
OPD leknis menerima dokumen lengkap
6 Dokumen Terverifikasi 60 Menit Dokumen Diterima
Operator memeriksa kelengkapan
7 | dokumen Dokumen Terverifikasi 10 Menit Hasil Pemeriksaan
Dokumen
Y Lengkap « <
8 | Pemberitahuan hasil memeriksa Tidak Lengkap /\ ngika) Hasil pemeriksanaan 15 Menit
kelengkapan berkas v dokumen
o | Pengawas SIMBG menugaskan Tim Data dan Dokumen Surat Tugas
Profesi Ahli (TPA) untuk memberikan kelengkapan Pemohon
1 Hari




konsultasi Pemenuhan Standar Teknis

1 Harl
10 | Pengawas menyusun jadwal konsultasi Data dan dokumen Jadwal Komsultasi
untuk memeriksa Pemenuhan Standar kelengkapan pemohon
Teknis L
Pengawas dibantu oleh TPA memberikan ~
11 | konsultasi bidang arsitektur % I Dokumen Arsitektur Berita Acara Hasil
Konsultasi
Pengawas menilai pemenuhan Tk
12 | kelengkapan berkas arsitektur Berita Acara Hasil Hasil Penilaian
Ya Konsultasi Kelengkapan
Pengawas dibantu TPA memberikan
13 | konsultasi bidang struktur Dokumen Struktur Berita Acara Hasil
Tidak Ya 28 Hari Konsultas!
Pengawas menilai pemenuhan
14 | kelengkapan berkas bidang struktur Berita Acara Hasil Hasil Penilaian
Konsultasi Kelengkapan
Pengawas dibantu TPA memberikan -
15 | konsultasi teknis bangunan dan MEP » Dokumen Teknis Berita Acara Hasil
- Kelaikan Fungsi Konsultasi
Pengawas menilai pemenuhan Tidak Ya
16 | kelengkapan berkas tleknis bangunan dan Berita Acara Hasil Hasil Penilaian
MEP Konsultasi Kelengkapan
Pengawas memberikan persetujuan hasil
17 | konsultasi yang dilakukan TPA Berita Acara Hasil 60 Menit | Perhitungan retribusi
Konsultasi BG
Pengawas menghitung nilai retribusi PBG
18 Perhitungan Retribusi 60 Menit Konsep Surat
PBG Ketetapan Retribusi
Daerah (SKRD)
Kepala OPD Teknis melakukan validasi
19 | atas penerbitan Surat Pernyataan Draf surat Pernyataan 1 Hari surat Pernyataan
pemenuhan standar teknis PBG pemenuhan standar pemenuhan standar
teknis PBG teknis PBG
DPMPTSP menerima Surat Pernyataan
20 | Pemenuhan standar teknis PBG Surat Pernyataan 5 Menit Notifikasi

pemenuhan standar
teknis PBG

penerimaan surat




Operator mengunggah konsep SKRD vang

21 | sudah ditandatangani pengawas ke I I* Konsep Surat Ketetapan 2 Hari Bukti Pembayaran
SIMBG Retribusi daerah (SKRD) Retribusi
Pemohon melakukan pembayaran

22 | retribusi Surat Ketetapan Sesuai Bukti Pembayaran

Retribusi Daerah Pemohon Retribusi
(SKRD)
Pemohon menyerahkan bukti bayar ke
29 | DPMPTSP Bukti Pembayaran Sesual Bukti Pembayaran
Retribusi Pemohon Retribusi Diterima
Operator menerima pemberitahuan ¥
24 | pembayaran retribusi ™ = Copy bukti pembayaran 15 Menit Copy bukti
) e retribusi pembayaran retribusi
Tidak diterima
Pemeriksaan bukti pembayaran 42
25 /' Lampiran perhitungan 1 Hari Hasil verifikasi bukti
\> retribusi sesuai fungsi pembayaran retribusi
dan klasifikasi bangunan
Operator mengirimkan pemberitahuan Hasil verifikasi bukt
26 | kepada pengawas pembayaran retribusi 15 Menit | Pemberitahuan bukti
pembayaran
Pengawas menerima notifikasi dari e
27 | operator bahwa pemohon sudah Pemberitahuan 15 Menit Notifikasi
membayar retribusi Ej Persetujuan pemberitahuan
pemenuhan standart
teknis
Pengecekan bukti pembayaran )
28 | retribusi Pemberitahuan bukti 15 Menit |  Hasil pengecekan
pembayaran
Pengawasmengunggah bukti bayar ke
29 | SIMBG Hasil pengecekan 60 Menit Pemberitahuan
l L-l Pemenuhan standar Pemberian
teknis dan bukti persetujuan dari
pembayaran pengawas
Kepala DPMPTSP menerima Y

30 | pemberitahuan dari pengawas atas Pemberitahuan 60 Menit
persetujuan dokumen pemenuhan Ej Pemberian
standar teknis dan bulkti pembayaran persetujuan dari
retribusi pengawas
Pengesahan dokumen pemenuhan

31 | standar teknis dan bukti pembayaran Dokumen pemenuhan | 60 Menit Draf Persetujuan
retribusi standar teknis dan Bagunan Gedung

bukti pembayaran (PBG




U retribusi
Penerbitan Persetujuan Bagunan v
32 | Gedung (PBG) Draf Persetujuan 2 Hari Persetujuan
Bagunan Gedung Bagunan Gedung
(PB(3) (PBG)




PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

NOMORSOP [ ooo.93.3/ 20  /Kep/413.111/2026

1. Undang-Undang Nomor 23 Tnhun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah ll‘l‘ﬂk-hll’
dengan Undang-undang Nomor g Tahun 2015;

2. Undang-Undang Nomaor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Peraturan KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEABUPATEN

LAMONGAN Nomur 35 Tabun 2021 tentang Penyelenggarann Pelayanan Perizinan Derosaha dan Perizinan Non
Berusaha,

2N

1. Berpendidikan minimal S1
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam
pemberian perizinan

3. Terampil dalam mengoperasikan komputer dan internet

4. M_nhami informasi terkait perizinan, perizinan berusaha, dan non
perizinan

5. Menguasai Standar Operasional Prosedur

6. Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi secara lisan dan tertulis

Mampu belerjasama dengan tim

8. Menerapkan 58 (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun) dalam
melakukan pelayanan

g

9. Berpenampilan rapi dan sopan
10. Memahami dan mampu mengoperasikan aplikasi perizinan

KETERKAITAN:

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

L SOP Penerbitan Perizinan Berusaha;

1. Ruang tunggu dengan pendingin ruangan
2. Sislem antrian




3. Meja dan kursi
4. Kompuler
5. Printer
6. Jaringan internet
7.  Handphone
8. Alat tulis kantor
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Pemohon Sistem 0S8 Kelengkapan Waktu Output
1 Pelaku usaha mengajukan permohonan Nomor Komputer On-line Sesuai Permohonan
Induk Berusaha (NIB) l I Sistem
W
2 Pelaku Usaha Mengunggah data profil, I_ ] Dokumen Sesuai Notifikasi
permodalan usaha, NFWP, KBLI dan Lokasi J Persyaratan Sistem persyaratan
Usaha ke Sitem OSS terunggah
7
Tidak
3 Sistem 0SS melakukan verifikasi data | Lengkap Rekap Dokumen Sesuai Hasil verifikasi
Persyaratan Sistem
y : Wy Lengkap e o B B
4 Sistemn OSS menerbitkan NIB dan Surat Hasil Verifikasi Sesuai NIB dan SPPL
Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) I Sistem Terbit
5 Pelaku Usaha menerima NIB dan SPPL l =: - - -




PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP :000.0.3.3/ 20 /Kep/413.111/2026

:09 Januari 2026

u nd.url,g—umiariu Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pdaynmm Publik

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor g Tahun 2015

. Undang-Undang Numur & Tahun 2023 Penotapan Peraturan Pemerintah pengganti UL Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-undang

. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penvelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tenlang Penyelenggaraan Pecizinan Berusaha di Daerah

. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 temtang Pedoman dan Tala Cara Pelayanan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Numor § Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tato Cara Pengawasan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko

. Peraturan KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN Nomor

45 Tahun 2041 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha

Berpendidikan minimal S1

Memahami peraturun perundang-undangan yang menjaci
dasar dalam pemberian perizinan

Terampil dalam mengoperasikan komputer dan internet
Memahami informasi terkait perizinan, perizinan
berusaha, dan non perizinan

Menguasai Standar Operasional Prosedur

Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi secara lisan
dan tertulis

Mampu bekerjasama dengan tim

Menerapkan 38 (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan
Santun) dalam melakukan pelayanan

Berpenampilan rapi dan sopan

9.
10. Memahami dan mampu mengoperasikan aplikasi perizinan




KETERKAITAN:

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

SOP Penerbitan Perizinan Berusaha;

L 1. Ruang tunggu dengan pendingin ruangan
2, Sistem antrian
3. Meja dan kursi
4. Komputer
5. Printer
6. Jaringan internet
7. Handphone
8. Alat tulis kantor
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Pemohon Sistem 0SS Kelengkapan Waktu Output
1 Pelaku usaha mengajukan permohonan Komputer On-line Sesuai Permohonan
(pendaftaran) melalui Portal OSS pada bagian | I Sistem
proses pemenuhan standar usaha, kemudian
memenuhi persyaratan yang dibutuhkan
4
2 Sistem OS8S akan melakukan verifikasi data dan Komputer On-line Sesuai Verifikasi Data
dokumen Sistem
M
3 Apabila disetujui status akan berubah menjadi Tidak Komputer On-line Sesuai Sertifikat Standar
"Terverifikasi" atau "Terbit” (tergantung jenisnya), | Lenglap | Sistem Terverifikasi
dan pelaku bisa mengunduh dokumen sertifikat
standar tersebut pada sistem 0SS
Lengkap
4 | Sertifikat standar adalah bukti bahwa usaha telah . Komputer On-line Sesuai | Sertifikat Standar
memenuhi standar, menjamin legalitas I ' Sistem Terbit
operasional dan perlindungan hukum
5 Pelaku Usaha menerima Sertifikat Standar l l-__ - - -




PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP : 000.9.3.9/ 20 /Kep/413.11/2026
TGL. :09 Januari 2026 P
PEMBUATAN

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF [0 Januari 2026

OLEH

NAMA SOP

e

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang=Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor g Tahun 2015

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UL Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penvelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha
Herlxisis Risiko dan Fasilitas Penanaman Maodal

Peraturan Badan Koordinasi Penanoman Modal Numor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko

Peraturan KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADIT SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN Nomor
45 Tahun 2021 tentang Penvelenggaraan Pelayvanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha

1. Berpendidikan minimal 81

2. Memahami peraturan perundang-undangan yong menjadi
dasar dalam pemberian perizinan

3. Terampil dalam mengoperasikan komputer dan internet

4. Memahami informasi terkail perizinan, perizinan berusaha,
dan non perizinan

5.  Menguasai Standar Operasional Prosedur

6. Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi secara lisan
dan tertulis

7.  Mampu bekerjasama dengan tim

8. Menerapkan 55 (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun)
dalam melakukan pelayanan

9. Berpenampilan rapi dan sopan

10. Memahami dan mampu mengoperasikan aplikasi perizinan




KETERKAITAN: PERALATAN/ PERLENGKAPAN:
1. SOP Penerbitan Perizinan Berusaha; 1. Ruang tunggu dengan pendingin ruangan
2.  Sistem antrian
3. Meja dan kursi
4. Komputer
5. Printer
6. Jaringan internet
7. Handphone
8. Alat tulis kantor
©. _Alat tulis kantor
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Pemohon Sistem 0SS K/L Kelengkapan Waktu Output
1 Pelaku usaha mengajukan permohonan Komputer On-line Sesuai Sistern Permohonan
(pendaftaran) melalui Portal OSS pada bagian l }
proses pemenuhan standar usaha, kemudian
memenuhi persyaratan yang dibutuhkan
2 Sistemn OS8 akan melakukan verifikasi data dan Komputer On-line Sesuai Sistem Verifikasi Data
dokumen. Untuk usaha dengan risiko menengah
tinggi verifikasi akan dilanjutkan oleh
kementerian atau lembaga terkait
b 4
3 Apabila disetujui status akan berubah menjadi / Komputer On-line Sesuai Sistem Sertifikat Standar
"Terverifikasi" atau "Terbit" (tergantung Terverifikasi
jenisnya), dan pelaku bisa mengunduh dokumen Tidak \
sertifikat standar tersebut pada sistem OSS Lengkap Lengkap
4 Sertifikat standar adalah bukti bahwa usaha telah Komputer On-line Sesuai Sistem Sertifikat Standar
memenuhi standar, menjamin legalitas Terbit
operasional dan perlindungan hukum
5 Pelaku Usaha menerima Sertiffikat Standar | I = = =




PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

NOMORSOP [ 000.0.3.3/ 20 /Kep/413.11/2026

TGL. : 0§ Januari 2026
PEMBUATAN

TGL. REVISI ;-

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN
OLEH

-,

w P E;
&

A,

] I e M

Undang-Undang Nomor 2: Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-undang Nomoar g Tahun 2015;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2043 Tenlang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-1'ndang Nomor 2 Tahun 2022
Tentang, Cipta Kerja Menjadi Undang-Und

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggarsan Perizinan Berusaha di Daerah;

5. Peraturan KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN
Womor 35 Tahun 2021 tentang Penyvelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha,

1. Berpendidikan minimal §

2. Memahami peraturan perundang-undangan yang menjadi
dasar dalam penerbitan perizinan

;3. Terampil dalam mengoperasikan komputer dan internet

4. Menguasai Standar Operasional Prosedur

Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi secara lisan dan
tertulis

il

6. Mampu bekerjasama dengan tim
7. Menerapkan 55 (Senyvum, Salam, Sapa, Supan, dan Santun)
dalam melakukan pelayanan

8. Berpenampilan rapi dan sopan
9. Memahami dan mampu mengoperasikan aplikasi perizinan

KETERKAITAN:

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. Ruang tunggu dengan pendingin ruangan




4. Komputer

5- Printer

6. Jaringan internet
7. Handphone

8. Alat tulis kantor

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Pemohon Sistem OSS DPMPTSP | OPD Teknis Kele Waktu Output
= Romputer On-line —
1 Pelaku Usaha mengajukan permohonan Nomor r‘— « Dokumen Usulan Sesuai Sistem Dokumen
Induk Berusaha (N1B) melalui sistem 0SS NIB terunggah
v
2 Sistem 0SS memproses permohonan NIB Pelaku Dokumen usulan Sesuai Sistem Hasil verifikasi
Usaha I I NIB
Ditolak
3 Sistem OSS menerbitkan NIB Pelaku Usaha Hasil verifikasi Sesuai Sistem Nomor Induk
Berusaha e )]
4 Pelaku usaha menerima NIB I ! Diterima - " .
5 Pelaku usaha mengajukan persyaratan penerbitan S Dokumen
izin berusaha berisiko linggi melalui sistem 0SS | I3 penerbitan izin persyaratan
penerbitan izin
terunggah
6 Pelaku usaha disyaratkan melakukan pemenuhan Iya )r - - -

Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk




7 Pelaku usaha melakukan pemenuhan Standar | I Dok. Persyaratan Sesuai Sistem Dok. Persyaratan
Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk Pemenuhan
Terunggah
8 Sistem OSS memproses pengajuan penerbitan Dokumen Sesuai Ketentuan Dokumen
perizinan berusaha berisiko tinggi ke OPD terknis Persyaratan Setiap Sektor Persyaratan
untuk diverifikasi Pemenuhan Terdistribusi ke
dan/atau OPD Teknis
Penerbitan Izin
5 OPD Teknis melakukan verifikasi data ] Dokumen Sesuai Sistem Hasil Verifikasi Proses Verif,
Persyaratan Persetujuan Terluang dalam
T Pemenuhan Teknis SOP Verifikasi
Ditolak
10 Dinas Teknis memberikan notifikasi kepada <> Perselujuan teknis Sesuai Sistem Notifikasi ke
DPMPTSP melalui sistem 0SS Sesuai Sektor DPMPTSP
it DPMTSP menerbitkan izin pelaku usaha yang - Komputer On-line 3 Hari Izin Terbit
memenuhi persyaratan melalui sistem 0SS Hiteimg
12 Pelaku usaha menerima izin berusaha berisiko tinggi = - -




PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
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PEMBUATAN
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NAMA SOP . Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan

4 AL

ey s
e

Usaha (UMKU)

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 t & Pemerintahan Daerah sebag; telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor g Tahun 2o15;

2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti [Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusiha Berbasis Resiko;

4 Peraturan Pemerintah Komor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

5  Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tabun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelavanan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;

6. Peraturan KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
LAMONGAN Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penvelenggaraan
7. Pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nun Berusahao.

1. Berpendidikan minimal S1

2. Memahami peraturan perundang-undangon yang menjadi dasar
dalam penerbitan perizinan

3. Terampil dalam mengoperasikan kompuler dan internet

4. Memahami informasi terkail perizinan, perizinan berusaha, dan non
perizinan

5. Menguasai Standar Operasional Prosedur

6. Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi secara lisan dan tertulis
7. Mampu bekerjasama dengan tim

8. Menerapkan 58 (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun) dalam

melakukan pelayanan
9. Berpenampilan rapi dan sopan
10. Memahami dan mampu mengo aplikasi perizinan

KETERKAITAN:

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:




1. Ruang tunggu dengan pendingin ruangan
2, Sistem antrian
3. Meja dan kursi
4. Komputer
5. Printer
6. Jaringan internet
7. Handphone
8. Alat tulis kantor
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Pemohon Sisten OSS | OPD Teknis | DPMFPTSP Kelengkapan Waktu Output
» Komputer onl-line p
1 Pelaku Usaha mengajukan permohonan Perizinan I 1 o Dokumen NIB Sesuai Sistem Dokumen Terunggah
Berusaha UMKU melalui sistem 0SS J « Persyaratan Teknis
2 Sistern 0SS mengirimkan notifikasi kepada OPD | | Dokumen Terunggah Sesuai Sistem Notifikasi terkirim
Teknis
9 OPD Teknis melakukan verifikasi kelengkapan Tidpktenglarp) 0 Dokumen Persyaratan Sesuai Ketentuan | Dokumen Persyaratan
dokumen dan persyaratan — diunggah Setiap Sektor Terverifikasi
Len
4 OPD Teknis menerbitkan Persetujuan Teknis Dokumen Persvaratan Sesuai Ketentuan Persetujuan teknis
Terverifikasi Setiap Sektor
i Y
5 DPMPTSP melakukan verifikasi persyaratan TulekSemual | 4 Persyaratan 1 Hari Persyaratan
administratif ~ Administratif Administrasi
Terverifikasi
“Sesuai
6 DPMPTSF menerbitkan surat persetujuan dan Persetujuan Perizinan 2 Hari Sural Perselujuan
mengunggah (upload) ke sistem 0SS E I Berusaha Untuk Terunggah
Menunjang Kegiatan
Usaha
7 Sistem OSS Menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Surat Persetujuan Sesuni Sistem 1zin Berusaha Untuk

Menunjang Kegiatan Berusaha

Terunggah

Menunjang Kegiatan
Usaha




PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
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DISAHKAN OLEH

Kesesuaian Kegiatan Tata

Ruﬁng Non Berusaha

N

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peroturan Pemerintah pengganti U7 Nomor 2 Tahun 2022 Tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-undang

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyclenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 06 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah

5. Peraturan Menteri ATRN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan
Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Lamongan

7. Peraturan KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
LAMONGAN Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelavanan Perizinan Berusaha dan Nun Berusaha di
Kabupaten Lamongan

1. Berpendidikan minimal S1

2. Memahami peraturan perundang-undangan yang menjadi
dasar dalam pemberian perizinan

3. Terampil dalam mengoperasikan komputer dan internet

4. Memahami informasi terkait perizinan, perizinan berusaha,

dan non perizinan

Menguasai Standar Operasional Prosedur

Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi secara lisan

dan tertulis

7. Mampu bekerjasama dengan tim

8. Menerapkan 58 (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun)
dalam melakukan pelayanan

9. Berpenampilan rapi dan sopan

10. Memahami dan mampu mengoperasikan aplikasi perizinan

gorn

KETERKAITAN:

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. SOP Penilaian Kinerja Petugas Layanan;
2. SOP Pemberian Sanksi Kompensasi

1. Ruang tunggu dengan pendingin ruangan
2. Sistem antrian

3. Meja dan kursi

4. Komputer

5. Printer




6. Jaringon intemnet
7. Handphone
8. Alat tulis kantor

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
1. Mencatat berkas permohonan yang diterima dalam Register
2. Meregister permohonan rekomendasi teknis
3. Meregister penerimaan rekomendasi teknis
4. Mencatat izin yang sudah terbit dalam Register
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Pemohon Petugas Petugas OFD Kepala DPMPTSP Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Fornt Office Back Office Teknis
1 Pemohon mendaftarkan Izin Berkas Kelengkapan 15 Menit | Berkas
kepada Front Office dengan Permohonan Permohonan
membawa Persyaratan lengkap Perizinan
2 Petugas menerima dan meneliti Y ...gn.j.;kn;_ = Tanda Terima 15 Menit | Berkas
kelengkopan berkas / \ Tanda Berkas Permohonan
persyaratan. Apabila berkas \/ » Berkas Diterima
belum lengkap berkas Tidak Kelengkapan
dikembalikan kepada pemohon Lengkap Permohonan
untuk dilengkapi. Perizinan
3 | Petugas Back Office meneliti Berkas Kelengkapan 30 Menit
apakah berkas permohonan J,f Permohonan
diperlukan pengantar l I Perizinan
rekomendasi kepada Dinas
PRKPCK dan/atau
pertimbangan teknis dari
ATR/BPN
4 | Pemprosesan rekomendasi I_" « Komputer 2 Hari
kesesualan tata tuang I I « Printer
Kabupaten Lamongan « Berita Acara
Penilaian
Kesesuaian Tata
W Ruang
5 | Melakukan pembayaran PNBP o Pertimbangan 4 Hari
di loket BPN atas dasar V Teknis BPN




pertimbangan teknis \/I » Pembayaran PNBP
Atas dasar Rekomendasi dari » Rekomendasi 30 Menit
Dinas PRKPCK dan N Dinas Teknis
pertimbangan teknis dari BPN | —-II * Berkas
selanjutnya memproses Naskah Kelengkapan
Izin Perizinan
» Komputer
« Printer
Penandatanganan Naskah Izin « Naskah Izin 1 Hari
oleh Kepala DPMPTSP dan l—\j « Rekomendasi
diserahkan kepada Petugas Dinas Teknis
Back Office untuk diregister « Berkas
Kelengkapan
Perizinan
1zin diserahkan kepada Dokumen lzin 730 Menit
Pemohon




NOMOR SOP © 000033/ 20 /Kep/413.111/2026
TGL. PEMBUATAN : 08 Januari 2026
TGL. REVISI t ow
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
NAMA SOP
1. Ilnd.mg Und.mg Nomor 25 T.Jhun 2009 tentang Pelavanan Publik 1. Berpendidikan minimal SMA
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pemberian
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor g Tahun 2015 perizinan
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturun Pemerintah pengganti UU 4. Terampil dalam mengoperasikan komputer dan internet
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang 4. Memahami informasi lerkait perizinan, perizinan berusaha, dan non perizinan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tenlang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 5. Menguasai Standar Operasional Prosedur
Berbasis Resiko 6. Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi secara lisan dan tertulis
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di 7. Mampu bekerjasama dengan tim
Daerah 8. Menerapkan 58 (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun) dalam melakukan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayoan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian pelayanan
Satuan pendidikan Nonformal 9. Berpenampilan rapi dan sopan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudaysan Nomor 84 Tahun 2014 lenlang Pendirian 10. Memahami dan mampu mengoperasikan aplikasi perizinan
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 197 Tahun 2014 tentang Standar Nasional
PAUD
9. Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tohun 2zoz1 tentang Pemberian Izin Pendirion

Satuan Pendidikan




10. Peroturan KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN LAMONGAN Nomor ;5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha

KETERKAITAN:

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. SOP Penilaian Kinerja Petugas Layanan;
2. SOP Pemberian Sanksi Kompensasi

=R i R T

Ruang tunggu dengan pendingin ruangan
Sistem antrian

Meja dan kursi

Komputer

Printer

Jaringan internet

Handphone

Alat tulis kantor

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

AR ol o

Mencatat berkas permohonan pemenuhan komitmen yang diterima dalam Register
Meregister permohonan rekomendasi teknis

Meregister penerimaan rekomendasi teknis

Mencatat naskah persetujuan izin dalam Register

Mencatat izin yang sudah terbit dalam Register




Mutu Baku

Ne Keglatan Pemohon Back office OPD Teknis DPMPTSP Kelengkapan Waktu Output Keterangin
1 Pelaku usaha mengajukan permohonan Izin Berkas Kelengkapan 30 Menit
| } Permohonan lzin
/
2 Pengecekan Kelengkapan Berkas E I Berkas Administrasi 15 Menit
4 « Komputer Online
3 Petugas menerima dan meneliti kelengkapan / \ Lengkap e Tanda Terima 30 Menit
berkas. Berkas yang belum lengkap e Berakas
dikembalikan kepada pemohon untuk . Kelengkapan
dilengkapi J:,:;; Perizinan
P
4 | Petugas Back Office membuat Surat W Berkas kelengkapan 30 Menit
Permohonan Rekomendasi Kepada OPD perizinan
Teknis |
+  Komputer
5 OPD Teknis melakukan pemrosesan {—I « Printer 3 hari
rekomendasi | | s Berkas
Administrasi
* Rekomendasi
6 Atas dasar Rekomendasi Teknis, Back Office Teknis 30 Menit
memproses penerbitan izin |_—1 e Berkas
Administrasi
+ Komputer
» Naskah
7 Penandatanganan naskah izin oleh Kepala persetujuan 1 hari
DPMPTSP I ' » Rekomendasi
* Berkas
kelengkapan
perizinan
WV
8 Pemohon Mengambil Tzin | l Naskah Izin 15 Menit
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1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelayanan Publik

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang,

4. Undang-undang Nomor ;36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tlahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2os2/MENKES/PER/X /2011
Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran

8. Peraturan KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU KABUPATEN LAMONGAN Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha.

1. Berpendidikan minimal SMA

Memahami peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pemberian
perizinan

Terampil dalam mengoperasikan komputer dan internet

Memahami informasi terkait perizinan, perizinan berusaha, dan non perizinan
Menguasai Standar Operasional Prosedur

Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi secara lisan dam tertulis

Mampu bekerjasama dengan tim

Menerapkan 58 (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun) dalam melakukan
pelayanan

9. Berpenampilan rapi dan sopan

10. Memahami dan mampu mengoperasikan aplikasi perizinan

®

ol R R S

KETERKAITAN:

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. SOP Penilaian Kinerja Petugas Layanan;

1. Ruang tunggu dengan pendingin ruangan




No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku P
Pemohon Back office OPD Tekmis DPMPTSP Kelengkapan Waktu Cutput st
1 Pemohon mendaftarkan Izin kepada Berkas kelengkapan 15 Mnt
Front Office dengan membawa komitmen perizinan
Persyaratan lengkap
2 Petugas menerima dan meneliti W + Komputer online 30 Mnt
kelenglapan berkas persyaratan., * Tanda terima
Apabila berkas belum lengkap berkas » Berkas
dikembalikan kepada pemohon untuk kelengkapan
dilengkapi., komitmen
perizinan
\
¢ Petugas Back Office memproses m:n?ﬁm 30 Mnt
perizinan selanjutnya diteruskan kepada
Tim Teknis Tidak
Lenghkap \
4 Pemrosesan rekomendasi kepada Dinas + Komputer 12 hari
Peterna \I I « Printer
% Rl « Berkas
Lengkap kelmgkapan
komitmen
perizinan
5 Atas dasar Rekomendasi Teknis Dinas v « Rekomendasi o mnl
Peternakan, Back Office memproses Teknis
Naskah Izin | l » Berkas
kelengkapan
komitmen
perizinan
« Komputer
6 Penandatanganan Naskah Izin oleh * Naskah Izin 1 hari
Kepala DPMPTSP * Rekomendasi
j * DBerkas
kelengkapan
komitmen
perizinan
7 Pemohon mencetak izin melalui 0SS D‘ Dokumen Izin 15 Mnt
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. Undang-undang Nemor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomeor 9 Tahun 2015

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022
Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat
Keterangan Penelitian

Berpendidikan minimal SMA

. Memahami peraturan perundang-undangan yang

menjadi dasar dalam pemberian perizinan
Terampil dalam mengoperasikan komputer dan internet

Memahami informasi terkait perizinan, penzinan
berusaha, dan non perizinan

Menguasai Standar Operasional Prosedur

Memilila kemampuan dalam berkomunikasi secara lisan
dan tertulis

Mampu bekerjasama dengan rim




No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Pemohon Petugas Front Petugas Back |OPD Teknis Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Office Office
1 |Pemohon mengajukan Peiﬁda.t'taran Berkisia . Berkas
Surat Keterangan Penelitian Pl A 15 menit - e
kepada Kepala DPMPTSP persyara persyar
2 |Petugas front office menerima dan s Berkas
meneliti kelengkapan berkas ghap b4 rsyaratan, Berkas len, ;
Lengkap pe P
persyaratan. Apabila berkas belum / \ checklist 15 menit | kertas verifikasi
lengkap melengkapi kekurangan kelenglkapan diparaf petugas FO
berkas v persyaratan
- 4
3 Pettqu,us Back q&'lce memproses Berl Pacsichonsii
perizinan selanjutnya dibuatkan " Lo
c persyaratan, 1 hari |rekomendasi dinas
surat permohonan Rekomendasi Lusingveritias talsii
Ke Dinas Teknis rifika eknis
4 |Dinas Teknis menerbitkan Surat
Rekomendasi Permohonan. 7 hari  |Surat rekomendasi
rekomendasi
5 |Atas dasar Rekomendasi Dinas Sk iiaa et
Tekhnis Back Office melakukan relomendaai 1 hari 2 hﬁaﬁgan
Pemrosesan SKP penelitian
6 |Penandatanganan Naskah lzin Surat Surat keterangan
oleh Kepala DPMPTSP keterangan 2hari  |penelitian sudah di
penelitian TTD
ugas Back Offi ister
Gl oy SR IS 4 Buku register, . | Rekapitulasi izin
Izin « 1 hari
ATK penelitian
8 |Petugas Front Office menyerahkan
[Surat keterangan Penelitian < < Bulc Register 1 jai Surat keterangnn
kepada Pemohon penelitian




PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

IR SIS
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S
g Namor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022
Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang

S et il

ndang-undan

. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Surat Edaran Menkes No.HK.02.01 /Menkes/6 /2024 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Bagi Tenaga Medis
dan Tenaga KesehatanNon Berusaha.

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan
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1. Berpendidikan minimal SMA

2. Memahami peraturan perundang-undangan yang menjadi
dasar dalam pemberian perizinan

3. Terampil dalam mengoperasikan komputer dan internet

4. Memahami informasi terkait perizinan, perizinan berusaha,
dan non perizinan

5. Menguasai Standar Operasional Prosedur

6. Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi secara lisan
dan tertulis

7. Mampu bekerjasama dengan tim




Perizinan Non Berusaha

0.
10,

Menerapkan 58 (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun)
dalam melakukan pelayanan

Berpenampilan rapi dan sopan

Memahami dan mampu mengoperasikan aplikasi perizinan

KETERKAITAN:

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. SOP Penilaian Kinerja Petugas Layanan;

2. SOP Pemberian Sanksi Kompensasi

W~ B WK e

. Ruang tunggu dengan pendingin ruangan
. Sistem antrian

. Meja dan kursi

+ Komputer

. Printer

. Jaringan internet

. Handphone
. Alat tulis kantor.

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Laporan izin praktilc tenaga kesehatan




Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Pemohon Petugas Front | Petugas Back |OPD Teknis Kepala Dinas | Kelengkapan Waktu Output
) Office Office
Pemohon mendaftarkan Izin dengan | Berkas ) !
mengirimkan File melalui aplikasi MPP Digital ; pereyeratan | >oenit| Berkas pernyreatal
Petugas FO menerima dan meneliti \
kelengkapan berkas persyaratan yang masuk / \ Lenigksn
, apabila berkas belum lengkap pemochon Rekapitulasi
menerima pemberntahuan tentang Be 15 menit | permohonan yang
Tidak len,
kekurangan berkas. Berkas perizinan yang - pempeatan diterima/ditolak
telah lengkap, selanjutnya diteruskan kepada
Tim Teknis melalui Aplikasi MPP Digital
4
Pemrosesan Rekomendasi oleh Dinas Berkas lengkap
diteruskan ke 7 hari | Surat rekomendasi
Kesehatan melalui Aplikasi MPP Digital OPD Teknis
Atas dasar Rekomendasi Teknis Dinas < Batat Srivat i altik
Kesehatan, Back Office memproses Naskah e | e | TR
lzin rekomendasi tenaga kesehatan
Penandatanganan Naskah lzin oleh Kepala Surat 1zin Surat izin praktik
DPMPTSP melalu Aplikasi MPP Digital praktik tenaga 2 hari tenaga kesehatan
kesehatan sudah di TTD
Pemohon mencetak lzin < Sul:at izin Susat isin pinkctile
praktik tenaga "
1 hari tenaga kesehatan
{kesehatan sudah sudah di TTD
di TTD




PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP : 000033/ 20 /Kep/413.111/2026
TGL. : 0 Januari 2026
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. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomeor 9 Tahun 2015

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022
Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Peraturan KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
LAMONGAN Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Lamongan

. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengendalian Iklan Produk Tembakau di Media Luar Ruang

Peraturan KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
LAMONGAN Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non
Berusaha

C:'i

6.

Berpendidikan minimal SMA

Memahami peraturan perundang-undangan yang
menjadi dasar dalam pemberian perizinan

Terampil dalam mengoperasikan komputer dan
internet

Memahami informasi terkait perizinan, perizinan
berusaha, dan non perizinan

Menguasai Standar Operasional Prosedur

Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi secara
lisan dan tertulis




No Hegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Pemohon |Petugas Front|Petugas Back [OPD Teknis | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Qutput
Office Office
1 Pelaku Usaha mengajukan permohonan | Barkas - . s
Perizinan Reklame persyaratan menlt|  bersyaratan
o |Petugas FO menerima dan meneliti
kelengkapan berkas persyaratan yang masuk , Tidak lengkap . )
i Rekapitulasi
apabila berkas belum lengkap pemohon Lengkap
menerima pemberitahuan tentang kekurangan Berkas 30 menjt| PerMehonan
berkas. Berkas perizinan yang telah lengkap, persyaratan . yang
salani . : : diterima/ ditolak
anjutnya diteruskan kepada Tim Teknis
melalui Aplikasi MPP Digital
3 |Pemrosesan Rekomendasi oleh Dinas Teknis
melalui Aplikasi MPP Digital ‘ . Bt s
Hasil Survey 3 han .
survey lokasi
4 [Petugas BO meverifikasi izin berdasarkan Surat 1 hasi Surat
rekomendasi dari dinas teknis rekomendasi rekomendasi
5 |Kepala DPMPTSP Memvalidasi permohonan Bl Surat 1zin
melalui Aplikasi MPP DIGITAL > ™ | 2hari | reklame yang
rekomendasi sl e
divalidasi
6 [Pemochon mencetak izin melalui MPP Digital Surat izin Surat izin
reklame yang |15 menit| reklame yang
divalidasi divalidasi




